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Abstract

Basically it can be said that Islamic law recognizes the existence of freedom of contract. The
freedom of contract in question is the freedom to determine the forms of agreements that are
explored based on general arguments in Islam. The texts of the Qur'an and the Sunnah of the
Prophet as well as the principles of figh show that Islamic law adheres to the principle of
freedom of contract. In addition, the Qur'an also states firmly that the perpetrators of the
contract must be based on pleasure so that there is agreement between the perpetrators of the
contract (contract) in addition to the prohibition against the perpetrators of usury and gharar so
that the benefit of the parties to the contract (contract) is maintained. In line with the Koran,
Hadi the scholars also argue about contract actions that are not justified in sharia such as
contracts carried out in a willing way and prohibitions against usury and gharar. In line with
that, positive law, namely the Civil Code also regulates contract contracts. Thus, both sharia law
and positive law regulate contract contracts with the aim of welfare and legal certainty.
Keywords: Contract Arrangement, Validity

Abstrak

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak.
Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk
perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur’an dan Sunnah
Nabi serta kaidah-kaidah figih menunjukkan bahwa hukum Islam menganut as kebebasan
berkontrak. Selain itu Al-quran juga menyatakan dengan tegas bahwa pelaku akad wajib
didasarkan pada keridhoan sehingga ada persetujuan diantara pelaku akad (kontrak) selain itu
juga larangan terhadap pelaku riba dan gharar hal tersebut agar terpeliharanya kemaslahatan bagi
para pihak pelaku akad (konttrak). Senada dengan al-Quran, Hadi para ulama juga berpendapat
tentang perbuatan akad yang tidak dibenarkan didalam syariah seperti akad yang dilakukan
dengan cara yang rela serta larangan terahadap riba dan gharar. Sejalan dengan itu hukum positip
yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur tentang akad-akad kontrak. Maka
dengan demikian baik hukum syariah maupun hukum positip mengatur akad kontrak dengan
tujuan kesejahteraan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pengaturan Kontrak, Validitas
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I. PENDAHULUAN

slam merupakan ajaran Allah swt yang

mengatur tentang Agidah, Syariah dan

Muamalah, hubungan antara manusia
dengan Allah dan hubungan antara manusia
dengan manusia. Dalam hal hubungan manu-
sia dengan manusia maka ada keterkaitan dan
ketergantungan antara seseorang dengan orang
lain seperti jual beli, akad kontrak dan seba-
gainya.

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya
tidak lepas dari masalah kontrak, baik yang
disadari maupun tidak disadari, oleh karena itu
setiap orang seharusnya memahami hukum
kontrak, paling tidak adalah ketentuan-keten-
tuan penting dalam hukum kontrak. Namun
bagi orang yang beragama Islam seharusnya
memahami hukum kontrak tersebut harus pula
disertai dengan pemahaman hukum Islam agar
tidak “tergelincir” dalam suatu kontrak yang
dilarang berdasarkan hukum Islam.

Yang dimaksud kontrak dalam prinsip
muamalah adalah masing-masing pihak secara
bersama-sama membuat suatu kesepakatan
atau perjanjian yang saling menguntungkan,
dan bebas menentukan bentuk perjanjian, ter-
masuk kebebasan dalam menentukan cara-
cara penyelesaian bila di belakang hari terjadi

persengketaan. Masing-masing pihak sama-
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sama bertanggung jawab dalam memelihara
dan mentaati butir-butir perjanjian yang di-
buat. Manusia memang diberi kebebasan me-
milih oleh Allah, apakah mereka akan memi-
lih jalan kafir atau iman. Manusia diberi dua
potensi, durhaka (fujur) dan taat (tagwa). Da-
lam suatu transaksi, ia diberi kebebasan memi-
lih (khiyar), antara meneruskan atau memba-
talkannya. Manusia muslim, individu maupun
kelompok — dalam lapangan ekonomi atau bis-
nis — di satu sisi diberi kebebasan untuk men-
cari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di
sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika se-
hingga ia tidak bebas mutlak dalam mengin-
vestasikan modalnya untuk melakukan akad
kontrak.

Il. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan perpustakaan
(library research) adapun yang dimaksud de-
ngan penelitian deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia,
suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemi-
kiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini
adalah untuk membuat deskripsi, gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual dan aku-
rat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hu-

bungan antar fenomena yang terselidiki.

90



I1l. HASIL PENELITIAN
Persetujuan akad dengan dasar Ridha.

Didalam al-Qur’an, ayat yang menjelas-
kan konsep ridho terdapat dalam surat an-
Nisa’: 29 sebagai berikut:

280050 1,380 9 1 3aT caad edi

He 3\as &e&E &l ‘§j Q,Lt;hf PR

& a&ia gal 3
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesa-
memu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu”

Dalam Tafsir al-Misbah kata ‘an-taradin
minkum merupakan keharusan adanya kerela-
an kedua belah pihak. Meskipun kerelaan me-
rupakan hal yang tersembunyi di dalam harti
namun indikatornya dapat dilihat dari ijab dan
kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat
kebiasaan sebagai bentuk serah terima yang
menyatakan adanya kerelaan dari suatu akad.

Di dalam prinsip muamalah, transaksi
dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan
atau intimidasi dari pihak manapun. Di dalam
al-Qur’an dinyatakan, umpamanya transaksi
berkenaan dengan perpindahan hak kepemili-
kan tidak boleh terjadi, kecuali melalui perda-

gangan (tijarah) yang dilakukan suka sama
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suka (an taradhin minkum), begitu juga halnya
dengan akad kntrak dilakukan dengan suka
sama suka, sehingga dalam melakukan akad
kontrak hharus memenuhi syarat-syarat yang
telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadis.

Syarat yang dikehendaki oleh akad ialah
syarat yang merupakan akibat logis dari akad

itu sendiri, meskipun tidak diperjanjikan. Arti-
nya syarat tersebut telah include di dalam a-
kad. Misalnya seseorang membeli barang, ma-
ka barang tersebut menjadi milik si pembeli
setelah akad jual beli selesai.

Syarat yang serasi dengan akad merupa-
kan syarat yang tidak dikehendaki akad, kare-
na bukan merupakan akibat logis dari akad, te-
tapi berfungsi memantapkan akad dan me-
nguatkannya dari segi makna. Misalnya pen-
jual mensyaratkan pembeli harus memberikan
gadai atau borgh sebagai jaminan pembayaran
harga. Menyikapi hal tersebut para ulama ber-
beda pendapat yaitu :

a. Mazhab Hanafiyah.

Dalam mazhab Hanafi syarat dapat
dikatakan valid jika memenuhi tiga kriteria,
yaitu:

a) Syarat merupakan sesuatu yang dike-
hendaki oleh akad.

b) Syarat harus serasi (harmonis) dengan
akad
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c) Syarat tersebut telah baku dalam praktek
masyarakat
b. Mazhab Syafi'iyah
Dalam mazhab Syafi'i, suatu syarat
dipandang sah dan valid bila syarat tersebut
dikehendaki oleh akad atau bila di
syarat tersebut terkandung kemaslahatan dan

dalam

telah menjadi kebutuhan masyarakat, khusus-
nya pihak-pihak yang terlibat dalam akad.
Seperti khiyar, penentuan batas waktu, gadai
dan sebagainya adalah boleh (tidak batal)
meskipun tidak dikehendaki oleh akad karena
hal itu dibutuhkan dan menjadi hajat manu-
sia.

c. Mazhab Malikiyah

Suatu syarat untuk dapat dinyatakan sah
atau batal tergantung kepada banyak atau
sedikitnya unsur gharar (ketidak pastian) dan
riba yang masuk mempengaruhi syarat yang
diajukan tersebut. Syarat yang dimasuki unsur
gharar dan riba adalah batal, termasuk transak-
si jual beli.

Hukum perjanjian di Indonesia menga-
nut asas kebebasan dalam hal membuat per-
janjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas
ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH
Perdata yang menerangkan bahwa segala per-
janjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuat-
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nya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal
tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa se-
tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.
Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik
kesimpulan bahwa orang leluasa untuk mem-
buat perjanjian apa saja asal tidak melanggar
ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak
saja leluasa untuk mebuat perjanjian apa saja,
bahkan pada umumnya juga diperbolehkan
mengeyampingkan peraturan-peraturan yang
termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut
lazim disebut dengan sistem terbuka (open-
baar system).

Asas kebebasan berkontrak juga berkai-
tan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan
menentukan “apa” dan dengan ‘“siapa” perjan-
jian itu diadakan. Dan perjanjian yang dibuat
trsebut sesuai dengan pasal 1320 KUH Perda-
ta ini mempunyai kekuatan mengikat. Menin-
jau masalah “ada” dan “kekuatan mengikat”
pada perjanjian baku, maka secara teoretis
yuridis perjanjian tersebut (standard contract)
tidak memenuhi elemen-elemen yang dike-
hendaki Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata.
Pelarangan Riba

Dalam salah satu kamus bahasa Arab
dikatan bahwa kata riba dalam masalah harta
dan muamalah adalah sesuatu yang sudah

ma“ruf (terkenal). Riba secara bahasa bermak-
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na ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain,
secara linguistik riba juga berarti “tumbuh”
dan “membesar”. Sedangkan menurut istilah
teknis, riba berarti pengambilan “tambahan”
dari harta pokok atau modal secara batil. Mak-
sud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan
kuantitas dalam pen jualan aset yang tidak
boleh dilakukan dengan per bedaan kuantitas,
tambahan dalam hutang yang harus dibayar
karena ter tunda pembayarannya, seperti bu-
nga hutang, dan tambahan yang ditentukan
dalam waktu penyerahan barang berkaitan
dengan penjualan aset yang diharuskan ada
nya serah terima langsung. Misalkan penjua-
lan rupiah dengan dollar, harus ada serah
terima secara langsung, apabila ditunda serah
terima tersebut maka ada unsur riba.

Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mende-
finisikan riba sebagai “tambahan (ziyadah)
tanpa imbalan yang terjadi karena penanggu-
han dalam pembayaran yang diper janjikan se
belumnya, dan inilah yang disebut riba
nasi’ah.

Kata riba tidak hanya berhenti kepada
arti "kelebihan" atau “tambahan”. Penghara-
man riba dan penghalalan jual beli tentunya ti-
dak dilakukan tanpa adanya "sesuatu" yang
membedakannya, dan "sesuatu™ itulah yang

menjadi penyebab keharamannya. Sebagaima-
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na dalam firma-Nya Surat Al- Bagarah ayat
275:

Riba dalam wacana fikih ada dua
macam; pertama riba pinjam meminjam, dan
kedua riba jual beli. Riba pinjam meminjam
yang diharamkan adalah riba yang disyaratkan
oleh orang yang meminjamkan atas orang
yang dipinjamkan ketika transaksi pinjaman
atau ketika memperlambat penyerahan pinja-
man. Adapun riba jual beli adalah riba yang
tertera dalam hadith Nabi tentang enam ma-
cam barang yang termasuk riba yaitu: emas
dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma
dengan kurma, dan garam dengan garam.

Biasanya yang sering dibahas oleh ahli
fikih dalam kitab mereka adalah riba jual beli,
karena riba jual beli merupakan tema yang
terperinci dan agak rumit, sedangkan riba
pinjam meminjam biasanya dibahas oleh ahli
tafsir dalam penafsiran mereka terhadap ayat-
ayat riba, oleh karena itu riba pinjam memin-
jam disebut riba Qurani karena pengharaman-
nya terdapat dalam al-Quran, sedangkan peng-
haraman riba jual beli terdapat dalam hadith
Nabi.

Sebagaimana Imam Sharbini mengata-
kan bahwa riba ada tiga macam, pertama, riba

fadl yaitu jual beli dengan menambahkan
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salah satu dari dua alat tukar menukar. Kedua,
riba yad yaitu jual beli dengan mengakhirkan
penyerahan salah satu barang atau keduanya.
Ketiga, riba nasiah yaitu jual beli dengan
tempo waktu.

Islam adalah satu-satunya agama besar
yang mempertahankan keharaman riba. Ma-
syarakat India kuno berdasrkan kitab suci ter-
tua Hindu, Weda, mengutuk riba sebagai dosa
besar dan melarang operasi keuangan berbasis
bunga. Dalam agama Yahudi, kitab Taurat
(bahasa Yahudi untuk hukum Musa dan Pen-
tateuch, lima kitab pertama perjanjian lama)
melarang riba dan setidaknya seorang ahli
melihat bahwa kitab Talmud (hukum lisan
yang melengkapi Kitab tertulis untuk kaum
Yahudi ortodoks) pun menentang riba atau
laba. Dalam Kristen pelarangan atau pembata-
san yang sangat keras atas riba berlaku selama
lebih dari 1400 tahun, semua itu menunjukkan
bahwa secara umum transaksi berbasis bunga
dilarang, tetapi secara berangsur-angsur keten-
tuan itu berubah sehingga riba hanya dimaknai
sebagai bunga yang terlalu tinggi dan undang-
undang riba yang melarang bunga berlebihan
semacam itu masih berlaku hingga saat ini di
banyak Negara Barat (dan beberapa Negara

Muslim).
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Menurut ijma’, para fugaha tanpa ter-
kecuali, bunga tergolong riba karena riba me-
miliki persamaan makna dan kepentingan de-
ngan bunga (interest). Lebih jauh lagi, lem-
baga-lembaga Islam internasional maupun
nasional telah memutuskan sejak tahun 1965
bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah
sama dengan riba dan haram secara syariah.
Riba diharamkan oleh semua agama samawi.
Dan telah diketahui bahwa riba telah diharam-
kan kepada kaum Yahudi sebelum kedatangan
Islam, riba ini merupakan salah satu amalan
buruk yang telah menyebabkan kesengsaran
kepada masyarakat.
Penghindaran Gharar

Gharar dalam bahasa Arab merupakan
bentuk isim dari kata tagrir yang berarti sindi-
ran atas sesuatu yang rusak. ada pula yang me-
ngatakan bahwa gharar berasal dari kata garra-
yagurru garran dan gururan yang bersinonim
dengan kata khadda™a yang berarti menipu
dan memperdayakan. Dalam kitab al-Furug,
gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni

Pertama: gharar katsir (excessive gha-
rar); yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas
yang kadar ketidak jelasannya cukup tinggi.
Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih
ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat

dan diketahui kualitas dan kuantitas secara
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jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeli-
ruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas di-
larang dan haram hukumnya. Misalnya; men-
jual bayi binatang yang masih dalam perut in-
duknya tanpa menjual induknya sekaligus,
menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan
menyerahkan biaya pembelian tapi tidak me-
nentukan waktunya secara jelas, dan lainnya.

Kedua: gharar qalil (negligible); yaitu
jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjela-
sannya hanya sedikit saja sehingga kemungki-
nannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua
belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi,
seperti jual-beli batu baterai yang tingkat
kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan
dengan pasti sampai berapa lama ketahanan-
nya, jual rumah meski tidak pembeli tidak
melihat langsung pondasinya, sewa rumah se-
bulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31
hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis
transaksi yang mengandung gharar galil (gha-
rar kecil) atau diistilah dengan slight gharar
(gharar yang diabaikan) ini dibolehkan oleh
para ulama.

Ketiga: gharar mutawassit (pertenga-
han); yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di
antara kedua jenis gharar tersebut di atas,
terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat
galil katsir

ataupun tergantung kepada
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kasuskasus tertentu. Misalnya; menjual sesua-
tu yang tersembunyi dalam tanah, menjual
sesuatu secara lump sum, pembeli membayar
barang sebelum serah terima objek, jual beli
barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-
lain.

Jual beli gharar merupakan jual beli
yang batil atau tidak sah, karena terdapat ke-
curangan yang menjadikannya hampir sama
dengan judi. Adapun gharar yang dimaksud di
sini adalah gharar yang berat sebagaimana
terdapat dalam hadith tersebut diatas. Adapun
gharar yang ringan maka tidak berbahaya dan
tidak membatalkan jual beli yaitu seperti jual
beli kacang yang masih berada dalm kulitnya.
Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat
menekankan hal ini, agar kedua belah pihak
tidak menzalimi dan terzalimi. Karena itu,
Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya
jual beli yang tanpanya jual beli dan kontrak
menjadi rusak.

Pertama, timbangan yang jelas (diketa-
hui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).

Kedua, barang dan harga yang jelas dan
dimaklumi (tidak boleh harga yang tidak
diketahui ketika jual beli)

Ketiga, mempunyai tempo tangguh yang

dimaklumi.

95



Keempat, ridho kedua belah pihak
terhadap bisnis yang dijalankan

Imam Nawawi menyatakan bahwa lara-
ngan gharar dalam bisnis Islam mempunyai
peranan yang begitu hebat dalam menjamin
keadilan. Di antara transaksi yang termasuk ke
dalam kategori gharar yang berat adalah tran-
saksi yang ada pada masa jahiliyah seperti:

- Bai" al-hasha; yaitu si penjual berkata ke-
pada si pembeli “lemparlah dengan kerikil
ini, maka barang apa saja yang terkena
kerikil ini maka barang tersebut menjadi

- milikmu‘, atau kalau dalam jual beli tanah,
si penjual berkata , aku jual kepadamu ta-
nah milikku sejauh kerikil yang kamu lem-
parkan”

- Bai’ al-muzabanah; yaitu jual beli anggur
yang masih berada di pohon atau jual beli
kurma kering dan basah dengan kadar uku-
ran yang sama.

- Bai* al-muhagalah; yaitu jual beli gandum
yang masih dalam bulirnya dengan gandum
yang sudah bersih dari kulitnya dengan
timbangan yang sama.

- Bai’ darbat al-qais}; yaitu jual beli yang
dilakukan oleh pemburu baik daratan mau-
pun lautan, bentuknya adalah seorang men-
jual kepada orang lain sesuatu buruan yang

masih berada dalam di busur panahnya atau
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yang masih berada di jaringnya. Dan masih
banyak lagi bentuk-bentuk jual beli yang
ada pada masa jahiliyah.

Kesesuain Akad dengan Magashid syariah.

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan Ma-
qashid syariah dalam bukunya “Dirasah fi
Figh Magashid As-Syariah, bainal Magashid
Al-Kulliyah wa An-Nushus Al-Juz’iyah”.
Bahwa “Magashid As-syariah adalah tujuan-
tujuan yang dituju dan dimaksud oleh nash-
nash, berupa perintah-perintah dan larangan
serta hal-hal yang dimubahkan (dibolehkan),
dimana hukumhukum praktis dan parsial beru-
saha mewujudkannya dalam kehidupan para
mukallaf (orang yang dibebani hukum), baik
dalam kehidupan individu, keluarga, Komuni-
tas maupun umat.

Magasid asy-syari’ah dikalangan ulama
ushul figh disebut juga dengan asrar asy-
Syari’ah,yaitu tujuan tujuan dan rahasia raha-
sia yang terdapat dibalik suatu hukum yang
ditetapkan oleh Syrai’, berupa kemashlahatan
bagi umat manusia, baik di dunia maupun di
akhirat. Magashid asy-syari’ah ini merupakan
intisari utama dari hukum Islam, di mana tu-
juan Allah swt. menurunkan hukum-Nya bagi
manusia adalah untuk merealisasikan bebera-

pa tujuan utama, sebagaimana yang dikemu-

96



kakan oleh asy-Syatibi. yaitu salah satunya
adalah memelihara harta benda.

Magashid al-syari’ah dalam praktik
manajemen laba efisien yakni dalam segala
aktivitas entitas bisnis islam dilandasi keadilan
yaitu keseimbangan antara hak pribadi dengan
mementingkan kepentingan orang lain. Islam
mengakui sifat self interest manusia, namun
harus dilaksanakan dalam koridor keadilan
dan kebaikan. Oleh karena itu, keseimbangan
dan memperhatikan kepentingan orang lain
serta kepentingan pribadi menjadi bagian yang
tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas suatu
entitas khususnya badan usaha islam

Magashid al-syariah adalah maksud /
tujuan syariah dalam hal menjaga agama, ji-
wa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua
perkara, atau urusan manusia yang berhubu-
ngan langsung dengan aktivitas mereka sehari-
hari. Tujuan syariah yang dimaksud adalah
bahwa, jika seseorang yang bekerja di dunia
perbankan, tentunya aktivitas dan tugasnya se-
hari-hari, tidak boleh bertentangan dengan
syariat Islam (konsep maqgashid al-syari’ah).
Dewasa ini, intensitas kehidupan manusia cu-
kup tinggi karena dipengaruhi oleh aspek eko-
nomi, yang terus memacu setiap individu
untuk menghasilkan materi yang banyak, guna

memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
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Terkait dengan perjanjian atau kontrak
kepercayaan konsumen mendapatkan perhati-
an yang cukup besar dari para pelaku bisnis.
Itulah sebabnya mengapa mayoritas pelaku
bisnis melakukan segala suatu untuk bisa
membangun kepercayaan, agar bisa menjadi
magnet yang bisa menjaring konsumen. Em-
brio kepercayaan dimulai dari pelaksanaan
transaksi (akad/’aqd) sesuai dengan al-Qur’an
dan hadis. Segala pelaksanaan transaksi terse-
but bertujuan untuk meniadakan angka peni-
puan atapu segala bentuk bentuk dampak ne-
gative yang timbul dari suatu transaksi. Akad
adalah awal mula terjadinya suatu trasaksi,
yang ketika dijalani dengan fair, maka akan
mendapatkan benefit yang halal dan berkah
Transaksi atau agad dalam figh al-
mu’amalat adalah keterkaitan atau bertemunya
ijab dan gabul yang berakibat timbutinya aki-
bat hukum.Akad merupakan tindakan hukum
dua pihak, karena agad pertemuan ijab yang
merepresantikan kehendak dari satu pihak dan
gabul menyatakan kehendak pihak yang lain-
nya. Adapun tujuan agad adalah untuk mela-
hirkan suatu akibat hukum dan atau lebih jelas
lagi adalah tujuan agad adalah maksut bersa-
ma yang akan dituju dan hendak diwujudkan
oleh para pihak pembuatan agad.
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Konsekuensi setelah terealisasinya akad
jual beli adalah terkait dengan keharusan bagi
penjual dan pembeli untuk melakukan bebera-
pa ketentuan atau adanya hak dan kewajiban
pada keduanya. Keharusan atau kewajiban
penjual adalah menyerahkan mabi’ (harta ben-
da yang diperjualbelikan) dan jaminan bebe-
basnya mabi’ dari unsur cacat. Hal tersebut
merupakan realisasi dari memindahkan hak
kepemilikan harta, melaksankan atau melan-
jutkan aktifitas akad jual beli dan mencegah
dari melaksanakan transaksi akad jual beli
Keharusan atau kewajiban penjual (ba’i) untuk
menyerahkan mabi’ (harta benda yang diper-
jualbelikan) kepada pembeli tidak akan terrea-
lisasi kecuali hanya dengan menyerahkan
mabi’ kepada pembeli (musytari) dan dimung-
kinkan dapat menerimanya. Sehingga jika
pembeli tidak dapat menerima mabi’ tersebut,
maka penjual belum terbebas dari kewajiban-
nya dan tidak dapat dianggap telah merealisa-
sikan kewajibanya. Jika mabi’ tersebut me-
ngalami kerusakan sebelum diterima pembeli,
maka transaksi jual belinya dianggap rusak
dan ia tidak berhak menerima harga yang su-
dah disepakati dan menanggung kerugian ter-
sebut. Namun jika kerusakan tersebut terjadi
karena orang lain (pihak ketiga), maka tran-

saksi jual belinya secara hukum tidak menjadi
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rusak, yang berlaku adalah pembeli diperke-
nan melanjutkan transaksi jual beli tersebut
atau mengurungkannya dan penjual meminta
pihak ketiga untuk membayar ganti rugi atas
kerusakan barang yang diperjual belikan.
IV.KESIMPULAN

Kebebasan kntrak adalah kebebasan
dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian
yang digali berdasarkan dalil-dalil umum da-
lam Islam. Nas-nas al-Qur“an dan Sunnah
Nabi serta kaidah-kaidah figih, Yang dimak-
sud bebas kontrak dalam prinsip muamalah
adalah masing-masing pihak secara bersama-
sama membuat suatu kesepakatan atau perjan-
jian yang saling menguntungkan, dan bebas
menentukan bentuk perjanjian, termasuk kebe-
basan dalam menentukan cara-cara penyele-
saian bila di belakang hari terjadi persengke-
taan.

Didalam muamalah islam mengatur
semua boleh dilakukan sehingga ada dalil
yang mengharamkannya sesuai kaedah Pada
dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan hing-
ga ada ketetapan (dalil) yang melarangnya.
Maka terhadap akad yang dilakukan tanpa ri-
dha, riba maupun gharar termasuk akad yang

dilarang.
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